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Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) dalam proses perencanaan
anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan belum
adanya Peraturan Gubernur sebagai pedoman khusus, yang menyebabkan
ketidakkonsistenan dan inefisiensi dalam input anggaran oleh perangkat daerah. Penelitian
ini menekankan pentingnya regulasi formal yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk
menjamin perencanaan anggaran yang akurat, efisien, dan akuntabel.
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Abstract

This study examines the preparation of the Standard Unit Price (SSH) in the budget planning
process of the Central Kalimantan Provincial Government. Findings reveal the absence of a
specific Governor Regulation as a guideline, leading to inconsistencies and inefficiencies in
budget input by local agencies. The study emphasizes the need for a formal regulation

Keywords: tailored to local conditions to ensure accurate, efficient, and accountable budget planning .
Standard Unit Price

Budget Planning

Central Kalimantan

PENDAHULUAN menetapkan kebutuhan anggaran berbasis harga

satuan yang wajar dan sesuai kondisi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian
dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia memiliki
peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui program-program pembangunan
yang terencana dan tepat sasaran. Untuk mencapai
tujuan pembangunan tersebut, perencanaan anggaran
yang efektif dan efisien menjadi kunci utama. Salah
satu instrumen penting dalam proses perencanaan
anggaran adalah penyusunan Satuan Standar Harga
(SSH), vyang berfungsi dalam

sebagai acuan

Keberadaan SSH yang akurat tidak hanya mendorong
efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Penyusunan SSH yang tidak dilakukan secara tepat
berisiko menimbulkan berbagai persoalan, seperti
inefisiensi belanja, ketidaksesuaian anggaran dengan
kebutuhan riil, dan potensi pemborosan sumber daya

publik. Tantangan-tantangan seperti kurangnya data
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harga yang mutakhir, minimnya koordinasi
antarperangkat daerah, dan lemahnya sistem
pengendalian internal kerap menjadi penghambat
dalam proses ini. Dalam konteks Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, kondisi geografis yang luas dan
keragaman karakteristik wilayah semakin memperumit
proses penyusunan SSH yang efektif. Oleh karena itu,
penting untuk mengkaji bagaimana penyusunan SSH
dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, adaptif, dan
berbasis data aktual agar mendukung pencapaian

perencanaan anggaran yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam pentingnya penyusunan SSH dalam
perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, serta mengidentifikasi faktor-
faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas
proses penyusunannya. Fokus diberikan pada upaya
membangun pendekatan penyusunan SSH yang tidak
hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga
mampu menyesuaikan dengan dinamika pasar lokal
dan kondisi sosial ekonomi wilayah. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis
maupun praktis dalam pengembangan kebijakan

perencanaan anggaran daerah yang lebih responsif dan

efisien.

Dalam kajian administrasi publik, topik mengenai SSH
telah dibahas oleh berbagai peneliti sebelumnya,
terutama dalam konteks penyusunan anggaran
berbasis kinerja dan efisiensi fiskal daerah. Namun,
sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan
aspek teknis dan normatif penyusunan SSH, tanpa
mengelaborasi secara rinci proses, kendala, dan solusi
dalam konteks spesifik daerah. Penelitian ini hadir
untuk melengkapi celah tersebut, dengan menyoroti
bagaimana karakteristik lokal Kalimantan Tengah dapat
memengaruhi  penyusunan SSH dan bagaimana

kebijakan teknis ini dapat dioptimalkan agar sesuai

dengan kebutuhan perencanaan anggaran yang
berbasis evidence.

Sebagai mahasiswa Program Doktor Administrasi
Publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta, peneliti
berusaha memberikan kontribusi ilmiah melalui
pendekatan analitis yang menggabungkan dimensi
kebijakan publik, tata kelola keuangan daerah, serta
penguatan institusional dalam penyusunan SSH.
Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya
terhadap konteks daerah yang selama ini kurang
tereksplorasi dalam literatur, serta pendekatan
integratif yang mendorong efektivitas proses
penyusunan SSH melalui penguatan data, koordinasi
antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya
memperkaya diskursus akademik dalam administrasi
publik, tetapi juga memberikan masukan konkret bagi
pembuat kebijakan di tingkat daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara
penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini juga
menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta
perlakuan tambahan lainnya. Sumber utama penelitian
ini adalah Peraturan yang mendasari Standar Satuan
Harga, Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
Standar Satuan Harga Provinsi Kalimantan Tengah serta
karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan
penyusunan standar harga seperti artikel jurnal, artikel

internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait.

I Made Winarta (2006) menjelaskan bahwa metode
analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi
proses analisis, penggambaran serta ringkasan atas
berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi
yang berasal dari hasil wawancara ataupun
pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah
yang sedang diteliti. Sedangkan, Sugiyono (2008)

mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai
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sebuah metode penelitian yang menggunakan filsafat
postpositivisme sebagai landasannya, dimana hal
tersebut umumnya dipergunakan untuk melakukan
penelitian pada kondisi objektif dengan peneliti yang

bertugas menjadi instrument kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyusunan standar harga satuan vyang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah dilandasi oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah. Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan
bahwa Standar harga satuan merupakan harga satuan
barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah dengan mempertimbangkan standar
harga satuan regional. Satuan Standar Harga dapat
didefinisikan sebagai harga satuan atas suatu
komponen belanja yang berlaku pada pemerintah
daerah untuk digunakan dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. SSH
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
kebutuhan anggaran yang lebih realistis, serta untuk
menghindari ketidaksesuaian atau ketimpangan harga
antarinstansi dan wilayah dalam satu pemerintahan
daerah. Oleh karena itu, keberadaan SSH yang akurat
dan mutakhir sangat menentukan kualitas pengelolaan

keuangan daerah.

Dalam penelitian mengenai penyusunan Satuan
Standar Harga (SSH) di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, ditemukan bahwa hingga saat ini belum
terdapat Peraturan Gubernur yang secara khusus
mengatur pedoman penyusunan SSH. Ketiadaan
regulasi tersebut menjadi salah satu kendala utama
dalam proses perencanaan anggaran karena
menyebabkan belum adanya dasar hukum dan
prosedur baku yang menjadi acuan bagi perangkat

daerah dalam menetapkan harga satuan barang dan
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jasa. Hal ini berdampak pada potensi ketidakterpaduan
antara satu OPD dengan OPD lainnya, serta
menyulitkan proses validasi dan pengawasan dalam
tahapan penganggaran. Temuan tersebut dapat dilihat
pada peraturan yang menjadi dasar dari Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah nmor 33 Tahun 2024
tentang standar harga satuan yang berbasis Aplikasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025,

ynag ditampilkan sebagai berikut :

%

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Gambar 1. Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah nomor 33 Tahun 2024
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Pentingnya keberadaan pedoman resmi dalam bentuk
Peraturan Gubernur tidak dapat diabaikan, mengingat
kondisi geografis dan kebutuhan daerah Kalimantan
Tengah yang berbeda dengan wilayah lainnya di
Indonesia. Provinsi ini memiliki karakteristik tersendiri,
seperti jarak antarwilayah yang jauh, keterbatasan
infrastruktur, serta tantangan distribusi logistik yang
memengaruhi fluktuasi harga barang dan jasa secara
signifikan. Oleh karena itu, tanpa adanya pedoman
khusus, standar harga yang digunakan berisiko tidak
mencerminkan realitas di lapangan, sehingga
menyulitkan tercapainya efisiensi dan akurasi dalam

perencanaan anggaran.

Ketiadaan peraturan tersebut juga menunjukkan
bahwa proses penyusunan SSH di tingkat provinsi saat
ini lebih banyak mengandalkan referensi umum, seperti
e-katalog nasional atau dokumen dari
kementerian/lembaga pusat, yang belum tentu
sepenuhnya relevan dengan kondisi lokal Kalimantan
Tengah. Hal ini menyebabkan potensi perbedaan harga
antara yang tercantum dalam SSH dengan harga riil di
pasar lokal, yang pada akhirnya bisa berdampak pada
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah. Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini
berpotensi menurunkan kredibilitas sistem
penganggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah.

Temuan ini menekankan perlunya intervensi kebijakan
dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk
segera menyusun dan menetapkan Peraturan
Gubernur sebagai pedoman resmi penyusunan SSH
yang bersifat lokalistik, partisipatif, dan berbasis data.
Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah,
akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, agar dapat
menghasilkan standar harga yang realistis, adil, dan

mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan adanya pedoman tersebut, proses penyusunan
anggaran diharapkan menjadi lebih terstruktur,
transparan, dan tepat sasaran, sehingga berkontribusi
langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik

dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Penerapan
Standar Harga Satuan pada Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” oleh Riska Amanda
dan Deliza Henny menemukan bahwa penerapan
standar harga satuan dalam penyusunan APBD masih
menghadapi berbagai permasalahan teknis. Salah satu
temuan penting adalah masih seringnya Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat
Daerah (UKPD) menginput anggaran kegiatan dengan
menggunakan standar harga satuan yang bersifat
dummy, yakni tidak sesuai dengan realitas harga dan
tidak mencerminkan keluaran (output) dari kegiatan
yang direncanakan. Hal ini dinilai berisiko karena dapat
memicu ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan
capaian kinerja, serta menimbulkan polemik di
masyarakat terkait efektivitas belanja pemerintah

daerah.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Standar
Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja
Bimtek (Studi Kasus Badan Keuangan Kota Gorontalo)”
oleh Raflina Yuniarti Dai, Zulkifli Bokiu, Muliyani
Mahmud menemukan bahwa Hasil dari perhitungan
standar satuan harga pada belanja bimtek meliputi
Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak, Belanja
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor berupa Suviner
(Cendera Mata) sudah sesuai dengan Peraturan Wali
Kota Gorontalo Nomor 3 Pasal 8 Tahun 2022 tentang
standar satuan harga yang berisi mengenai standar
satuan harga tertinggi barang dan jasa di lingkungan

Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
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Dalam penelitian ini, yang mengambil studi kasus di
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan
bahwa belum adanya Peraturan Gubernur yang secara
khusus mengatur pedoman penyusunan SSH menjadi
akar persoalan dalam proses penganggaran. Ketiadaan
regulasi ini menyebabkan tidak adanya panduan yang
sistematis dan baku bagi OPD dalam menentukan harga
satuan, sehingga rentan menimbulkan praktik serupa
dengan vyang ditemukan di DKI Jakarta, yakni
penggunaan harga satuan yang tidak akurat atau tidak
sesuai dengan substansi kegiatan. Dengan kata lain,
meskipun  konteks wilayah berbeda, terdapat
kesamaan permasalahan dalam hal kurangnya
ketepatan dan kesesuaian penggunaan SSH oleh

perangkat daerah.

Kesamaan masalah ini menunjukkan bahwa baik di
daerah dengan infrastruktur dan sistem yang relatif
maju seperti DKI Jakarta, maupun di daerah dengan
tantangan geografis seperti Kalimantan Tengah,
kualitas penerapan SSH sangat dipengaruhi oleh
tersedianya regulasi teknis dan pengawasan yang kuat.
Dalam konteks Kalimantan Tengah, masalah
diperparah dengan belum adanya regulasi formal
berupa Peraturan Gubernur yang secara khusus
menjabarkan mekanisme, tanggung jawab, dan
prosedur penyusunan SSH yang sesuai dengan
kebutuhan lokal. Akibatnya, OPD cenderung bekerja
berdasarkan asumsi atau mengikuti pola lama yang
tidak selalu relevan, sehingga berpotensi menghasilkan
output anggaran yang tidak optimal.

Dengan membandingkan kedua penelitian,
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SSH
sangat ditentukan oleh adanya pedoman hukum yang
jelas, sistem informasi yang mendukung, serta
peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran.
Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan

menunjukkan bahwa regulasi di tingkat daerah, seperti
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Peraturan Gubernur, merupakan instrumen penting
yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena
itu, selain menyadari adanya kesamaan kendala seperti
input standar harga yang tidak sesuai, penelitian ini
menekankan perlunya tindakan strategis berupa
penyusunan regulasi daerah yang kontekstual agar
praktik perencanaan anggaran menjadi lebih akurat,

efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) di Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi
kendala signifikan akibat belum adanya Peraturan
Gubernur yang secara khusus mengatur pedoman
penyusunannya. Ketiadaan pedoman ini menyebabkan
tidak adanya acuan baku bagi perangkat daerah dalam
menetapkan harga satuan, sehingga berpotensi
menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran yang
diusulkan  dengan kondisi riil di lapangan.
Permasalahan ini sejalan dengan temuan penelitian
terdahulu di DKI Jakarta, yang menunjukkan bahwa
kesalahan dalam menginput harga satuan berdampak
pada efektivitas dan akuntabilitas anggaran. Oleh
karena itu, diperlukan intervensi kebijakan berupa
penyusunan regulasi yang kontekstual dan partisipatif
agar SSH di Kalimantan Tengah dapat disusun secara

tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
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